
,

; , ?
\

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang: a. bahwa peningkatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan kewajiban yang harus tetap
dilakukan;

b. ,bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah di bidang
Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Bema Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5025);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5063);

19. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 1985tentangWajib dan PembebasanUntuk
ditera danlatauditera Ulangserta Syarat-syaratbagiAlat-alal Ukur,Takar, Timbang
dan Perlengkapannya(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1985Nomor4,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3283);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta
Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3934);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/MEN/1980 tentang
Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

30. Peraturan Menteri Peke~aan Umum Nomor 21/PRI/M/2006 tentang kebijakan
dan strategi nasional pengembangan sistem pengolaan persampahan;

31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

32. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/09 dan
3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor;

34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian
Tipe Kendaraan Bermotor;
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35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SKN/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

36. Surat Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor
48/MENKES/SKBNIII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Kesehatan, Nomor 10 Tahun 1998;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
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8. Relribusi Daerah yang selanjulnya disebul Relribusi adalah pungulan
Daerah sebagai pembayaran alas jasa alau pemberian izin lertenlu yang
khusus disediakan dan/alau diberikan oleh Pemerinlah Daerah unluk
kepenlingan orang pribadi alau Badan.

9. Jasa adalah kegialan Pemerinlah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasililas, alau kemanfaalan lainnya yang dapal
dinikmali oleh orang pribadi alau Badan.

10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan alau diberikan oleh Pemerinlah
Daerah unluk lujuan kepenlingan dan kemanfaalan umum serta dapal
dinikmali oleh orang pribadi alau Badan.

11. Insenlif Pemungulan adalah insenlif yang diberikan kepada Aparal
Pelaksanaan Pemungulan Relribusi Daerah dan Aparal Penunjang yang
ditujukan unluk peningkalan kesejahleraan Aparal Pemungul Relribusi
dalam rangka meningkalkan penerimaan Relribusi Daerah.

12.Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang merupakan kesaluan,
baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha yang
melipuli perseroan lerbalas, perseroan komandiler, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara alau Daerah dengan nama dan dalam benluk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuluan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial polilik alau organisasi yang
sejenis, lembaga, benluk usaha lelap dan benluk badan lainnya.

13.Pelayanan Kesehalan adalah pelayanan kesehalan di puskesmas,
puskesmas keliling, puskesmas pembanlu, balai pengobalan dan lempal
pelayanan kesehalan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/alau dikelola
oleh Pemerinlah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

14.Pelayanan Kesehalan Dasar adalah fungsi Pemerinlah Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehalan lingkal
dasar kepada masyarakal di Puskesmas dengan jaringannya.

15.Pusal Kesehalan Masyarakal dengan jaringannnya selanjulnya disebul
.dengan Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehalan Kabupalen Bangkalan
yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehalan dasar di wilayah
kerjanya yang didukung Puskesmas Pembanlu, Puskesmas Keliling dan
Pondok Bersalin Desa.

16.Puskesmas dengan rawal inap alau dengan perawalan adalah puskesmas
yang menyediakan sekurang-kurangnya 10 TT unluk rawal inap dalam
rangka observasi, diagnosis, lerapi, asuhan keperawalan dan lindakan medic
lertenlu.

17.Tarif Relribusi adalah besaran relribusi pelayanan yang wajib dibayar oleh
orang pribadi, penjamin alau badan yang memperoleh manfaal alas
pelayanan yang diterima dari Pemerinlah Daerah.

18.Pelayanan Rawal Jalan adalah pelayanan kepada pasien unluk observasi,
diagnosis, pengobalan, rehabililasi medik dan pelayanan kesehalan lainnya,
lanpa linggal di ruang rawal inap.
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19.Pelayanan Rawal Darural adalah pelayanan kesehalan lingkal lanjulan yang
harus diberikan secepalnya unluk mencegah alau mengurangi resiko
kemalian alau cacal.

20. Pelayanan Rawal Inap adalah pelayanan kepada pasien unluk observasi,
diagnosis, pengobalan, rehabililasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya,
dengan menempali lempal lidur.

21. Pelayanan Medik adalah pelayan kepada Pasien yang dilaksanakan oleh
lenaga medik.

22. Tindakan medik Non Operalif adalah pelayanan medik lanpa pembedahan.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan unluk menunjang penegakan

diagnosis dan lerapi.

24. Pelayanan Medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna melipuli upaya
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan
penyakil gigi dan mulul.

25. Pelayanan Obslelri Neonalal Esensial Dasar selanjulnya disingkal PONED
adalah pelayanan lerpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka
kesakilan danl alau kemalian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko
linggi.

26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara
lidak langsung berkailan dengan pelayanan medik.

27. Pelayanan Konsullasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam
benluk konsullasi gizi, psikologi dan konsullasi lainnya.

28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang dilerima oleh pelaksana Pelayanan
alas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi diagnosis,
visile, rehabililasi medik dan alau pelayanan lainnya.

29. Akomodasi adalah penggunaan fasil~as rawal inap lanpa makan.
30. Pelayanan Konsullasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan

pertimbangan medis oleh lenaga medis dalam bidangnya lerhadap kondisi
pasien unluk diagnosis, lerapi dan pelayanan medis lainnya.

31. Penjamin adalah orang alau badan hukum sebagai penanggung biaya
Pelayanan Kesehalan dari seseorang yang menjadi langgungannya.

32. Pelayanan Transportasi Ambulan adalah pelayanan lransportasi pasien
dengan mobil khusus pengangkul pasien baik disertai kru kesehalan maupun
lanpa disertai kru kesehalan.

33. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan lransportasi pasien
dengan mobil khusus pengangkul jenazah baik yang meninggal di
Puskesmas maupun meninggal di luar Puskesmas dengan lujuan
penghanlaran ke lokasi lertenlu.

34. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahanl
kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerinlah Daerah.

35. Sampah adalah sisa kegialan sehari-hari manusia dan/alau proses alam
yang berbenluk padal.



•

,' 7

36.Tempal Penampungan Semenlara, yang selanjulnya disebul TPS adalah
lempal penampungan yang disediakan oleh Pemerinlah Daerah sebelum
sampah diangkul ke lempal pendauran ulang, pengolahan dan/alau Tempal
Pengolahan Terpadu.

37.Tempal Pemrosesan Akhir, yang selanjulnya disebul TPA adalah lempal
yang disediakan oleh Pemerinlah Daerah unluk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan Iingkungan.

38. Pengumpulan Sampah adalah kegialan membawa alau memindahkan
sampah dari bak sampah ke TPS alau TPA.

39. Jalan Umum adalah seliap jalan dalam Pemerinlah Daerah dalam benluk
apapun yang lerbuka unluk lalu linlas umum.

40. Tempal Umum adalah lempal-lempal yang melipuli laman-laman, halaman-
halaman umum, lapangan-Iapangan yang disediakan oleh Pemerinlah
Daerah sebagai fasilitas umum.

41. Bangunan adalah seliap yang dibangun dialas persil melipuli rumah, gedung
kanlor dan bangunan-bangunan lainnya.

42. Relribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungulan yang
dilakukan oleh Pemerinlah Daerah kepada seluruh pemilik, penghuni alau
pemakai persil alas jasa penyelenggaraan kebersihan didalam Pemerinlah
Daerah.

43. Rukun Telangga dan Rukun warga yang selanjulnya dapal disingkal RT/RW
adalah Rukun TelanggaiRukun Warga dalam Kola Bangkalan.

44. Limbah adalah sisa sualu usaha dan/alau kegialan.
45. Dala Kependudukan adalah data perseorangan dan/alau dala agregal yang

lerslruklur sebagai hasil dari kegialan Pendaftaran Penduduk dan
Pencalalan sipil.

46. Pelugas Regislrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi lugas dan
langgung jawab memberikan pelayanan pelapor perisliwa kependudukan
dan perisliwa penling serta pengelolaan dan penyajian dala kependudukan
di DesaiKelurahan.

47. Unit Pelaksana Teknis Dinas Inslansi Pelaksana yang selanjulunya UPTD
Inslansi Pelaksana adalah saluan kerja ditingkal kecamalan yang
melaksanakan pelayanan Pencalatan Sipil dengan kewenangan menerbilkan
akla.

48. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerinlah selelah
biodala kepala keluarga direkam dalam bank dala kependudukan nasional
menggunakan Sislem Informasi Adminislrasi Kependudukan lerdiri dari 16
digil didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, langgal pencatalan
dan nomor seri KK.

49. Kepercayaan lerhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyalaan dan
pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan
keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku kelaqwaan dan peribadalan
lerhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang
ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.



",

•

8

50.Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya
disebut Penghayatan Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan
meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.

51.Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya
perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan
disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

52. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan
dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

53. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen
yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.

54. Data Center adalah tempatlruang penyimpanan perangkat database pada
Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan
penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.

55. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang
ada pada Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses
database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

56. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta
yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

57.lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

58.lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

59. Pendaflaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

60. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut
Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan
dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana
alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

61. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan
kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat,
tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

62. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan
dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

63. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor
Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaflar sebagai penduduk Indonesia.
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64. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas
Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.

65.Kepala Keluarga adalah:
a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik hubungan darah

maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
c. Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana

beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
66. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas

resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

67. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk
menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

68. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang meliputi pada registrasi Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.

69. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
status kewarganegaraan.

70. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang
lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak
tersebut.

71. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar
ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang
tua anak tersebut.

72. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang
selanjutnya disingkat BHPPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat
kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan
dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan atau kepengurusan dokumen penduduk.

73. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang
digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang
yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan
Orang Asing Tinggal Tetap.

74. Buku Mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang
digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai
nomor urut KK di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing
Tinggal Tetap.
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90. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk
melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar
menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah,
dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya
yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang keell dan
menengah dengan usaha skala keell dan modal keell dengan proses jual
bell.

91. Pasar Daerah adalah pasar umum, pasar hewan, pasar ikan yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah.

92. Kios adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di Pasar yang
beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah
mulai dari lantai sampai dengan langit-Iangit yang dipergunakan untuk usaha
berjualan.

93. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk
usaha berjualan.

94. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan
lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar
kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.

95. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kreteria tertentu yang
meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem
arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat
wilayah.

96. Pasar Kelas I (satu) adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata
minimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.

97. Pasar Kelas II (dua) adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata di
bawah minimal Pasar Kelas I (satu) setiap bulan.

98. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat
seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta tooklkios diluar kawasan
pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.

99. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam
penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah
Daerah pada acara-acara tertentu.

100. Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah
untuk seseorang atau Badan yang memakai Kios dan Los Pasar yang
dikuasai Pemerintah Daerah.

101. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat
usaha seperti Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset
Pemerintah Daerah.

102. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau
Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan
rekomendasi/persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan
usaha perdagangan di dalam kawasan pasar.
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103. Padagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan
perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh
laba.

104. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan
perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan
barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain
dalam Iingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

105. Pejabat atau Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat atau Petugas dalam
Iingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala
Daerah.

106. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan,
kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan.

107. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannnya yang diperuntukkan bagi lalu Lintas umum, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah pemukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rei dan kabel.

108. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknis yang berada pada kendaraan itu.

109. Kendaraan wajib uji adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang,
kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan
umum.

110. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

111. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

112. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknya.

113. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk
pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

114. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

115. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam
sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

116.Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.

117. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang
penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang
khusus.
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118. 8uku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi
data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

119. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data
kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.

120. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditetapkan pada
samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan
yang tercantum dalam buku uji.

121. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

122. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan
perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis
kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang penggunaan,
penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

123. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi agar te~aminnya keselamatan dan mencegah terjadinya
pencemaran udara dan kebisingan Iingkungan pada waktu dioperasikan di
jalan.

124. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional
tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah
unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.

125. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap
alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

126.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan
pemadam kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose
rial, sprinkler, alat otomatis dan lainnya yang sejenis.

127. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan
dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap
Alat-alat Pemadam kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat
Penyelamat Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

128. Pemeriksaan atau Pengujiaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan
Pemeriksaan dan/atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin
agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi
dengan baik.

129. Kendaraan 8ermotor Angkutan Umum dan barang adalah bus umum, mobil
penumpang umum, taxi, mobil tangki 88M atau gas, pick up, truk non
gandeng dan truk gandeng yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.

130. Penggantian 8iaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah.
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131. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan
manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

132, Pelayanan TerafTera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar,
timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

133. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kualitas dan/atau kuantitas,

134. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas dan/atau penakaran.

135, Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
massa atau penimbangan.

136. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai
perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang
menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan,

137. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang
berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,
timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.

138. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

139. Menjutsir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan
tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan
tera atau tera ulang.

140. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai
penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur.

141. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

142. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan, dan kepentingan umum.

143. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan/atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,
gambar,suara,dan bunyi melalui sytem kawat, optic, radio, atau sytem
elektromagnetik lainnya.

144. Penyelenggaraan Telekomunkasi adalah kegiatan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan
telekomunikasi.
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145. Menara Telekomunikasi, yang selanjulnya disebul menara, adalah
bangunan-bangunan unluk kepenlingan umum yang di dirikan di alas lanah
alau bangunan yang melupakan salu kesaluan konsluksi dengan bangunan
gedung yang di pergunakan unluk kepenlingan umum yang slruklur fisiknya
dapal berupa baca yang ikal oleh berbagai simpul alau berupa benluk
lunggal lanpa simpul di mana fungsi, desian dan konsluksinya disesuaikan
sebagai sarana penunjang menempalkan alaI telekomunikasi.

146. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha
milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha Swasta, instansi
pemerintah dan instansi perlahanan keamanan Negara.

147. Penyedian menara adalah perseorangan koperasi, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha Swasta yang memiliki dan
mengolah menara telkomunikasi unluk digunakan bersama oleh
penyelenggara telekomunikasi.

148. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/alau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

149. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungul atau pemotong retribusi lerlentu.

150. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terlentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi unluk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah
Daerah.

151. Surat Seloran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang lelah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

152. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

153. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak lerulang.

154. Surat Tagihan Relribusi yang selanjulnya disingkal STRD adalah sural unluk
melakukan tagihan relribusi dan/alau sanksi adminislratif berupa bunga
dan/alau denda.

155. Sural Pendaftaran Objek Relribusi Daerah yang selanjulnya disingkal
SPdORD adalah sural yang dipergunakan Wajib Retribusi unluk melaporkan
dala Objek Relribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran Relribusi yang lerhulang menurul peraluran perundang-
undangan yang berlaku.

156. Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan menghimpun dan mengolah dala,
kelerangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan secara objeklif dan
professional berdasarkan sualu slandar pemeriksaan unluk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban relribusi daerah dan/alau unluk lujuan lain
dalam rangka melaksanakan kelentuan peraluran perundang-undangan
relribusi daerah.
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157. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal2

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

BAB III

JENIS-JENIS RETRIBUSI

JASAUMUM

Bagian Kesatu

Jenis Reribusi Jasa Umum

Pasal3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang;

k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

I. Retribusi Pengendalian Menara Telekomukasi.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal4

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,
puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan

tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
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Pasal25

Puskesmas dapat menyediakan obat-obatan dan sediaan farmasi yang dapat
dijual kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal27

Masa Retribusi adalah jangka waktu lertenlu bagi wajib relribusi dalam
menerima pelayanan kesehatan.

Bagian Keliga
Relribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal28

(1) Dengan nama Relribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungul
Retribusi alas pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Objek Relribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerinlah Daerah, melipuli:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

pembuangan sementara;
b. pengangkulan sampah dari sumbernya danlalau lokasi pembuangan

sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3) Dikecualikan dari objek Relribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, laman, lempat ibadah, sosial
dan lempal umum lainnya.

Pasal29

Subjek relribusi adalah orang pribadi alau Badan yang mendapalkan pelayanan
persampahan/kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi persampahanl
kebersihan.

Pasal30

Cara mengukur lingkal penggunaan jasa diletapkan berdasarkan volume dan
jangka waktu.

Pasal31

Prinsip dan sasaran dalam penelapan struklur dan besarnya Tarif Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan unluk mengganti:
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a. biaya pengumpulan sampah;

b. biaya pengangkulan sampah;

c. biaya pemusnahan/pengolahan sampah;

d. biaya penyediaan lokasi lempal pembuangan;

e. biaya penyediaan tasililas persampahan/kebersihan;

f. biaya adminislrasi yang mendukung penyediaan jasa;

g. biaya penyediaan dan pemeliharaan tasililas.

Pasal32

(1) Slruklur dan besarnya larit relribusi digolongkan berdasarkan jenis

pelayanan, volume dan jangka waklu.

(2) Slruklur dan besarnya larit relribusi sebagaimana dimaksud pad a ayal (1)

lercanlum dalam Lampiran II yang merupakan bag ian yang lidak

lerpisahkan dari Peraluran Daerah ini.

Pasal33

Relribusi yang lerulang dipungul di wilayah Daerah.

Pasal34

Masa Relribusi adalah jangka waklu yang lamanya 1 (salu) bulan kalender.

Bagian Keempal

Relribusi Pengganlian Biaya Celak Kartu Tanda Penduduk

Dan Akla Calalan Sipil

Pasal 35

(1) Dengan nama Relribusi Pengganlian Biaya Celak Kartu Tanda Penduduk

dan Akla Calalan Sipil dipungul Relribusi alas Pelayanan Penyelenggaraan
Adminislrasi.

(2) Objek Relribusi Pengganlian Biaya Celak Kartu Tanda Penduduk dan Akla

Calalan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pelayanan:
a. kartu landa penduduk;

b. kartu kelerangan bertempal linggal;

c. kartu keluarga; dan

d. akla calalan sipil yang melipuli akla perkawinan, akla perceraian, akla

pengesahan dan pengakuan anak, akla ganli nama bagi warga negara

asing, dan akta kemalian.

Pasal36

Subjek Relribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan di Bidang
Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan.
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Pasal37

Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen, jangka waktu dan jenis
pelayanan Administrasi Kependudukan serta Data Kependudukan mulai
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.

Pasal38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

Pasal39

(1) Struktur dan besarnya tam digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal41

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan peyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal42

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Maya!.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat yang meliputi:
a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan

pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang

dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
(3) Tidak termasuk objek retribusi adalah Pemakaman dan pengabuan jenazah

oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya.
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Pasal43

Subjek Retribusi adalah ahli waris atau orang pribadi/Badan yang
bertanggungjawab terhadap biaya pemakaman, pengabuan jenazah di bidang
pemakaman.

Pasal44

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah jenazah
yang dimakamkan atau diperabukan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarit Retribusi
pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah didasarkan pada tujuan untuk
menutup biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah dengan
memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal46

(1) Struktur dan besamya tarit digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan
jangka waktu pelayanan.

(2) Struktur dan besarnya tarit ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal47

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan
pemakaman dan pengabuan jenazah.

Pasal48

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memantaatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan
jenazah.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal49

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
Retribusi atas Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal50

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan
pelayanan parkir ditepi jalan umum,

Pasal51

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan,
frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pasal52

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan
tempat parkir, biaya administrasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal53

(1) Strukturtarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal54

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir
ditepi jalan umum.

Pasal55

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pakir ditepi jalan umum.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal56

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas Penyediaan Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah
Daerah.
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(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyediaan fasilitas pasar tradisionallsederhana, berupa pelataran
los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk
pedagang.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasal57

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal58

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jangka
waktu, luas dan tingkat pelayanan yang diberikan.

(2) Pengklasifikasian pasar yang dimaksud pada ayat (1) adalah pasar kelas
satu dan kelas dua.

(3) Khusus pasar hewan diukur dengan jumlah dan jenis hewan yang
diperdagangkan.

(4) Atas pelayanan dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud dipungut biaya-
biaya dan ditetapkan harga dasarnya;

(5) Atas jasa penyediaan fasilitas di Pasar sebagaimana dimaksud maka
pedagang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba dipungut
retribusi harian.

Pasal59

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan
Pasar adalah biaya pelayanan, biaya kebersihan, biaya pembinaan dan
klasifikasi tempat usaha serta waktu, termasuk didasarkan atas besarnya
fasilitas yang digunakan pada jenis pelayanan.

(2) Besarnya fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas,
lokasi, satuan, waktu dan dri fisik yang terdiri dari kios, los, halaman,
pemakian Iistrik dan pemakaian air.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin
Pemakaian Baru, Perpanjangan dan Balik Nama.

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3
(tiga) tahun.

Pasal60

(1) Untuk menempati fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

(2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal61

(1) Struktur dan besarnya tarit digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jasa,
tasilitas yang tersedia, klasifikasi pasar, luas dan jangka waktu pemakaian,

(2) Struktur dasar besarnya tarit Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal62

(1) Retribusi Pelayanan Pasar harus dibayar lunas oleh orang pribadi atau
Badan alas pemakaian lempal dalam pasar alau daerah pasar.

(2) Sebagai bukti lelah membayar Relribusi, kepada yang bersangkulan
diberikan karcis alau landa bukli pembayaran.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berlaku pada hari
dibayarnya Relribusi sampai dengan lulupnya pasar.

Pasal63

Relribusi yang lerulang dipungul di wilayah daerah lempal pelayanan Pasar.

Pasal64

Masa Relribusi adalah jangka waklu tertenlu yang merupakan balas waktu bagi
Wajib Relribusi unluk memanfaalkan pelayanan Pasar.

Bagian Kedelapan
Relribusi Pengujian Kendaraan Bermolor

Pasal65

(1) Dengan nama Relribusi Pengujian Kendaraan Bermolor dipungut
Retribusi sebagai pembayaran alas Pelayanan Pengujian Kendaraan
bermolor.

(2) Objek Relribusi Pengujian Kendaraan Bermolor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermolor sesuai
dengan kelenluan peraluran perundang-undangan, yang diselenggarakan
oleh Pemerinlah Daerah.

(3) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermolor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melipuli:
a. Uji Kendaraan;
b. Uji Kerela Gandeng alau Tempelan;
c. Pengadaan Tanda Uji;
d. Pengganlian Buku Uji;
e. Rekomendasi Uji;
f, Rekomendasi Mulasi;
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g. Rekomendasi numpang uji; dan
h. Penelapan hasil uji.

Pasal66

Subjek Relribusi adalah orang pribadi alau Badan yang
memantaalkan/menggunakan/menikmali jasa pelayanan pengujian kendaraan
bermolor.

Pasal67

Cara mengukur lingkal penggunaan jasa dihilung berdasarkan pelayanan yang
diberikan lerhadap pengujian kendaraan bermolor unluk menenlukan laik jalan.

Pasal68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penelapan larit Relribusi dilelapkan dengan
memperlihalkan biaya penyediaan jasa yang bersangkulan, kemampuan
masyarakal, aspek keadilan, dan eteklivilas pengendalian alas pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermolor.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayal (1), melipuli biaya uji kendaraan,
landa uji, pengganlian buku uji, rekomendasi uji pertama, rekomendasi
mulasi, rekomendasi numpang uji dan kelerlambalan uji berkala.

Pasal69

(1) Slruklur besarnya larit Relribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan
dan jenis kendaraan bermolor.

(2) Besarnya larit Relribusi lercanlum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian yang lidak lerpisahkan dari Peraluran Daerah ini.

Pasal70

Relribusi yang lerulang dipungul di wilayah Daerah lempal pengujian kendaraan
bermolor dilaksanakan.

Pasal71

Masa Relribusi adalah jangka waklu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal72

Saal Relribusi lerulang adalah pada saal diterbilkan buku uji berkala.
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Bagian Kesembilan
Relribusi Pemeriksaan AlaI Pemadam Kebakaran

Pasal73

(1) Dengan nama Relribusi Pemeriksaan AlaI Pemadam Kebakaran
dipungul retribusi alas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alaI
pemadam kebakaran serta pelayanan lain oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek relribusi Pemeriksaan AlaI Pemadam Kebakaran adalah
pelayanan pemeriksaan dan/alau pengujian alaI pemadam kebakaran,
alaI penanggulangan kebakaran dan alaI penyelamalan jiwa oleh
Pemerinlah Daerah lerhadap alat-alal pemadam kebakaran, alaI
penanggulangan kebakaran, dan alaI penyelamalan jiwa yang dimiliki
dan/alau dipergunakan oleh masyarakat.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) melipuli:
a. pemeriksaan dan/alau pengujian alaI pemadam kebakaran;

1. pemeriksaan alaI pemadam kebakaran pada gedung/bangunan;

2. pemasangan label dan Plumbir pada AlaI Pemadam Api Ringan
(APAR);

3. pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya:
4. pemasangan sliker dan pemberian sertifikal bagi bangunan

yang lelah memenuhi persyaralan klasifikasi, maupun
kelengkapan alaI pencegah dan pemadam kebakaran.

b. pelayanan pemakaian mobil pompa.

Pasal74

Subjek Relribusi Pemeriksaan AlaI Pemadam Kebakaran adalah seliap orang
pribadi alau badan yang memperoleh pelayanan Pemeriksaan dan/alau

pengujian AlaI Pemadam Kebakaran dan/alau Pelayanan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal75

Cara mengukur lingkal penggunaan jasa relribusi Pemeriksaan alaI Pemadam
Kebakaran dilenlukan berdasarkan pada jumlah alaI pemadam kebakaran yang
diperiksa alau diuji.

Pasal76

Prinsip dan sasaran dalam penelapan slruklur dan besarnya larif relribusi
didasarkan pada lujuan unluk menulup sebagian biaya penyediaan peralalan,
segel, sertifikal, plumber, label, sliker, biaya operasional dan pemeliharaan.
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Pasal77

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal78

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan pemeriksaan alat
pemadam kebakaran.

Pasal79

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun kalender yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk menerima pelayanan pemeriksaan alat pemadam
kebakaran.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal80

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas percetakan peta.

(2) Obyek retribusi, adalah pelayanan pencetakan peta yang dibuat
Pemerintah Daerah seperti : peta dasar (garis), peta foto, peta dig~al, peta
tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal81

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan
pencetakan peta.

Pasal82

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peta yang
dicetak.

Pasal83

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
adalah untuk mengganti biaya cetak peta.



,.

31

Pasal84

(1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran peta.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal85

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan
penggantian biaya cetak peta.

Pasal86

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Terarrera Ulang

Pasal87

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan TerafTera Ulang dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Terarrera Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. pelayanan pengujian alat-Iat ukur, takar, timbangan, dan

penengkapannya;dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal88

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa
pelayanan Terarrera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan
Penengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal89

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa teraltera ulang, kalibrasi alat-alat ukur,
takar timbangan dan penengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan
terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karateristik, jenis, kapasitas
dan peralatan pengujian yang digunakan.
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Pasal90

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan
pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal91

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.

Pasal92

Retribusi dipungut di wilayah Oaerah tempat pelayanan teraltera ulang
dilaksanakan.

Pasal93

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan teraltera ulang.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal94

(1) Oengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud adalah
pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Oaerah.

(3) Oikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah:
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Oaerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMO; dan
d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal95

Subjek Retribusi adalah orang pribadi/badan yang mendapatkan pelayanan
pendidikan lainnya.
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Pasal96

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jangka waktu
memanfaatkan jasa pelayanan pendidikan.

Pasal97

Prinsip dan sasaran penghitungan besaran Tarif didasarkan pada tujuan untuk
menutup biaya administrasi, konsumsi, dan akomodasi pelatihan, biaya
honorarium tim penyelenggara dan instruktur, pengadaan suku cadang,
perlengkapan siswa dan pemakaian sarana prasarana latihan.

Pasal98

(1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dikerjasamakan dengan Pihak ke III
(tiga).

(2) Besaran tarif Retribusi atas penyelenggaraan pendidikan yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah 2 % (dua persen) dari total kontrak.

(3) Total kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercantum biaya
sebagaimana ditetapkan dalam pasal97.

Pasal99

(1) Kebutuhan dana yang diperlukan bagi penyelenggara pendidikan
dituangkan dalam pe~anjian kerjasama.

(2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
perjanjian ke~asama.

Pasal100

Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
meliputi Kejuruan Komputer, Kejuruan Otomotif Las, Kejuruan Pertukangan, dan
Kejurunan MenjahitiBordir.

Pasal101

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelaksanaan
pelayanan pendidikan.

Pasal102

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pendidikan.
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Bagian Ketigabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal103

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa
pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum.

Pasal 104

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal105

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan dari nilai jual
objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan menara telekomunikasi.

Pasal 106

Prinsip dan sasaran perhitungan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk
menutup biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 107

Besaran tarif Retribusi sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang
digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara
Telekomunikasi.

Pasal108

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Menara Telekomunikasi
didirikan.

Pasal109

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
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BABIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal110

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d~etapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABV
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal111

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
dan

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) d~etapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal112

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1)
ditetapkan Retribusi dengan menerb~kanSKRD.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
Retribusi terutama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan/atau cara penerbnan dan penyampaian SKRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BABVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal113

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa kareis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.
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Pasal114

(1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan di lembaga atau instansi
yang memiliki kewenangan dengan menggunakan, SKRD dan SKRDKST.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi Jasa Umum harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala
Daerah.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal115

(1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau
menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal116

(1) Setiap pembayaran Retribusi Jasa Umum diberikan tanda bukti
pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Sentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Sagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal117

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal118

(1) Penagihan Retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat
teguran/peringatan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi terhutang; dan
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(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal119

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 120

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut
disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau

pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14
(empat belas) hari sejak permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan
dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap
dikabulkan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal121

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
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(2) Tala cara pemanfaalan penerimaan relribusi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dialur lebih lanjul dengan Peraluran Kepala Daerah.

Bagian kelujuh
Tala Cara Penyelesaian Keberalan

Pasal 122

(1) Wajib Relribusi lerlenlu dapal mengajukan keberalan hanya kepada
Kepala Daerah alau pejabal yang d~unjuk alas SKRD alau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberalan diajukan secara lerlulis dengan bahasa Indonesia dengan
diserlai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberalan harus diajukan dalam jangka waklu paling lama 3 (liga) bulan
sejak langgal SKRD dilerbilkan, kecuali jika Wajib Relribusi lerlenlu dapal
menunjukkan bahwa jangka waklu ilu lidak dapal dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimna dimaksud pada ayal (3)
adalah sualu keadaan yang lerjadi di luar kehendak alau kekuasaan Wajib
Relribusi.

(5) Pengajuan keberalan lidak menunda kewajiban membayar Relribusi dan
pelaksanaan penagihan Relribusi.

Pasal123

(1) Kepala Daerah dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak
langgal Sural Keberalan dilerima harus member kepulusan alas keberalan
yang diajukan dengan menerbilkan Sural Kepulusan Keberalan.

(2) Kelenluan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah unluk memberikan
kepaslian hukum bagi Wajib Relribusi, bahwa keberalan yang diajukan
harus diberi kepulusan oleh Kepala Daerah.

(3) Kepulusan Kepala Daerah alas keberalan dapal berupa menerima
seluruhnya alau sebagian, menolak, alau menambah besarnya Relribusi
yang lerulang.

(4) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lelah lewal dan
Kepala Daerah lidak member sualu kepulusan, keberalan yang diajukan
lersebul dianggap dikabulkan.

Pasal 124

(1) Jika pengajuan keberalan dikabulkan sebagian alau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Relribusi dikembalikan dengan dilambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan unluk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dihilung sejak bulan
pelunasan sampai dengan dilerbilkannya SKRDLB.
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Bagian Kedelapan
Tata Cara Perhitungan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal125

(1)

(2)

(3)

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih
dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga
oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
Retribusi selanjutnya.

Pasal 126

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau

Pejabat yang ditunjuk member imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal127

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal125 dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BABVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal128

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; alau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerinlah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara lidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran alau penundaan pembayaran dan permohonan keberalan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal129

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak unluk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pengahapusan Piulang Retribusi
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Tata cara pengahapusan piutang Relribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMERIKSAAN
Pasal130

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanankan
peraluran perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat alau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjul mengenai lata cara pemeriksaan Relribusi diatur

dengan Peraluran Kepala Daerah.
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BABIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal131

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BABX
PENYIDIKAN
Pasal 132

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang HukumAcara Pidana yang bertaku;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. menerima,mencari,mengumpulkandan meneliti keteranganatau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar
keteranganatau laporantersebutmenjadilebih lengkapdanjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bertangsung dan
memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang
bertanggung jawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BABXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal133

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama. 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kaJijumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal134

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa1133 adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal135

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara,
prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan
dengan Retribusi Jasa Umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya
dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal136

(1) Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan
penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa
Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan

tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 1974 tentang

Kuburan Umum bagi yang beragama selain Islam dan Kristen dalam Daerah

Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun

1974 Nomor 193/C);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 1974 tentang

Kuburan Kristen dalam Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 1974 Nomor 198/C);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 05 Tahun 1982 tentang

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kabupaten Dati II

Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 1982 Nomor

3/B) beserta semua perubahannya;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 1998 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan

Tahun 1999 Nomor 2/B) beserta semua perubahannya;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun

1999 Nomor 7/B);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08 Tahun 2001 tentang

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangkalan Tahun 2001 Nomor 3/B) beserta semua perubahannya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangkalan Tahun 2004 Nomor 7/C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Penataan, Pengelolaan Pasar dan Retribusi Pasar Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 8/C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II
,
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Pasal138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 5 Oktober 2010
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